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pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan desa yang

tersimpan dalam gagasan-gagasan kita, sehingga a
dibukukan maka pemikiran dan gagasan itu akan hilang ditelan
waktu, karena karya tulis merupakan rekam jejak yang paling kuat
untuk memahami pemikiran dan gagasan sesorang. Karya tulis
dapat menjembatani pemikiran dari satu generasi ke generasi
ikiran dan gagas alam bentuk karya

Seiring dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka banyak hal yang akan dituangkan dan disarankan dalam p s penataan dan
penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa benar-benar
dapat menjadi b wal dalam pembenahan pemerintahan, karena sampai saat ini
kami masih berkeyakinan bahwa; “perbaikan terhadap pemerintahan han wali
dengan perubahan pada pemerintahan tingkat terendah baru terus pada
pemerintahanyang lebih tinggi, bukan sebalikny

Permasalahan Desa antiasa menjadi permasalahan dasar bagi suvatu
pemerintahan negara, mengingat masyarakat suatu negara dominan tinggal di desa,
dan senantiasa digambarkan dalam potret kemiskinan, kebodohan dan
keterbelakangan. Padahal c merupakan suatu potensi besar yang mampu untuk
menjadi basis peningkatan kesejahteraan masyarakat sesvai dengan tujuan mulia
negara yakni; "menciptakan masyarakat yang adil dan makmur” yang telah ditulis
dengan tinta emas pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun1945
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Pembahasan buku ini difokuskan kepada pemerintahan desa, mulai dari hakekat
tentang desa, pemerintahan desa dan desa adat, penyelenggaraan pemerintahan
desa, penataan desa, sampai pada pembinaan dan pengawasantentang desa, dengan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
dihubungkandengan kon teori dan pemikiran bidang pemerintahan
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sud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan‘atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00
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(lima ratus juta rupiah).

akukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Penerbit

ZANAFA

PUBLISHING




Katalog Dalam Terbitan
PEMERINTAHAN DESA
xiv+ 337 hal: 14 x 21

Halk Cipta Dilindungi Undang-Undang 2015

Oilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apapun, baik secara elektrik, maupun mekanis, termasuk memfato copy, merekam atau dengan
sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

I
|
| [EE

Cetakan | - November 2015
ISBN - 978-602-9400-52-6

- IANAFA PUBLISHING

JLHR. Subrantas

Komplek Metropolitan City(MTC)/Gian Blok A 39-41
Panam Tampan Pekanbaru 28293

Telp 0761-589935 fax 0761 - 539990

Pencetak - NUSA MEDIA
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Kepada Allah &V T kita mohon ampun, kepada Allah SWT
kita bersyukur, dan atas segala
I -idho dan I vang diberikan setiap saat ke-

pada kita dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, ucap-
an syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah SWT

atas segala limpahan gghmat, ridho dan hidayah yang diberikan
kepada kami sehingga : “PEMERINTAHAN
DESA” I - ulisannya.

Banyak pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan desa
yang tersimpan dalam gagasan-gagasan kita, sehingga apabila
tidak dibukukan maka pemikiran dan gagasan itu akan hilang
ditelan waktu, karena karya tulis merupakan rekam jejak yang
paling kuat untuk memahami pemikiran dan gagasan sesorang.
Karya tulis dapat menjembatani pemikiran dari satu generasi ke

generasi berikutnya, sehingga pemikiran dan gagasan dalam ben-

tuk karya tulis tidak akan hilang oleh himpitan ruang dan waktu.
Seiring dengan disyahkannya Ta-
hun [ :ka banyak hal i} akan dituang
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Bl dan disarankan dalam proses penataan dan penyelenggaraan
pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa benar-benar
dapat menjadi basis awal dalam pembenahan pemerintahan,
karena sampai saat ini kami masih berkeyakinan bahwa; “per-
baikan terhadap pemerintahan harus diawali dengan perubahan
pada pemerintahan tingkat terendah baru terus pada peme-
rintahan yang lebih tinggi, bukan sebaliknya”.

Permasalahan Desa senantiasa menjadi permasalahan dasar
bagi suatu pemerintahan negara, mengingat masyarakat suatu
negara dominan tinggal di desa, dan senantiasa digambarkan
dalam potret kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Pa-
dahal desa merupakan suatu potensi besar yang mampu untuk
menjadi basis peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai de-

ngan tujuan mulia negara yakni; “menciptakan masyarakat yang

adil dangmakmur” yang telah ditulis dengan tinta emas pada pem-
bukeer

Pembahasan buku [l difokusk g kepada pemerintahan desa,
mulai dari hakekat tentang desa‘h dan [N
I, . penataan [, sam-

pai pada peggbinaan dan pengawasan tentang desa, dengan me-
ngacu pada

B dihubungkan [ konsep, teori dan pemikiran bidang

pemerintahan.

Buku ini tidak akan sampai ke tangan pembaca tanpa ada-
nya bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak untuk itu
kami ucapkan Terimakasih. Khususnya Ucapan Terimakasih ke-
pada Profesor. Sadu Wasistiono, MS (Guru Besar IPDN) yang
telah bersedia memberikan saran terjadap judul buku ini. Selan-

jutnya kami ucapkan terimakasih kepada Dr. Yusri Munaf, SH,

esse——

M.Hum yang telah bersedia sebagai Editor dalam penulisan buku
ini. Semoga semua bantuan yang diberikan menjadi amal pahala
disisi Allah SWT.

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, tentunya buku ini butuh sa-
ran dan kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan substansi
dari buku ini, sebagai sumbangan pemikiran untuk perbaikan
pemerintahan desa ke depan sebagai rasa tanggungjawab moral
dari para intelektual yang berkecimpung dalam bidang pemerin-
tahan. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang mem-

butuhkannya.

Pekanbaru, 21 Januari 2015

Penulis,

RR & SM.
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Tabel. 11.

I U ang-Undang I

B - 28!
A. Latar Belakang.

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus per-
hatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan
daerah maupun sistem pemetintahan nasional, karena desa

merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor

lainnya juga dikarenakan rgasih banyaknya permasalahan-per-
masalahan yang ada di desab

kemiskinan, | .-

masyarakatan

dak .
Sehubungan dengan keberadaan desa, L

I
“kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah.
Jika mengibaratkan sistem pemerintahan mulai dari Peme-
rintah Pusat, Daerah, dan Desa, maka Desa merupakan mata
rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan be-
tapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam kons-
talasi pemerintahan. Padahal Desalah yang menjadi pertaut-

xiv = Dr. Rahyunir Rauf, M.5i — Sri Maulidiah. S.S0s, M.Si LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI INDONESIA = 1




an terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke
tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama”.

Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
e . E—

bali | Undang-Undang [ . ntuk
desa I Undang-Undang Republik

Indonesia or 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan kedua

desa diatmh Republik Indonesia || N
1979 I Dcs:.

_ mendapar.

an yang cukup [N kom-

ponen

—

|

genantiasa

pemerintahan desa.

jov]
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B
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elum

, seperti [Jll dinyatakan dalam Dasar Pemikiran Penje-

dsan

I, bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum
Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau terbentuk.
Sebagai bukti dari keberadaan desa tersebut, dapat terlihat
dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat lebih kurang 250

2 Dr. Rahyunir Rauf, M.Si — Sri Maulidiah. 5 Sos, M.5i

“Zelfbesturende landschappen”, seperti Desa di Jawa dan Bali,
Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang,
dan lain sebagainya”.

l Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh

I cngakui [

dan [ per-
aturan yang terkait dengan

T

berlangsungan NKRL
Keberagaman dari

I menjatub-

kan [ Inetapkan L
_ ter-

dapa: I
B coberikan IR -
dap
masyaraka:
— ]
]

Selain mengatur tentang desa, Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 ini juga mengakui dan mengatur tentang keberadaan

darigesa adat, seperti dinyatakan dalam dasar pemikiran penjela-
san ;

“Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing
community dengan local self government, maka diharapkan
suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu wilayah
desa, kesatuan masyarakat hukum tersebut ditata dan diatur
sedemikan rupa sehingga menjadi suatu desa dan desa adat.

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI INDONESIA = 3




Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang
hampir sama.”

Sedangkan perbedaannya hanyalah terletak dalam proses
D— v
-

ketentraman

dan dalam

penyelenggaraan pemerintahan [ tersebut.

Suatu desa adat memiliki suatu fungsi pemerintahan desa,
keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat berbagai

bentuk fasilitas dan pembinaan dari pemerintah, pemerintah

provinsi, serta pemerintgh Kabupaten dan Kota setempat. Dalam
kondisi dan posisi yangL‘ maka [N :kan
I sctempat.

I, dimasa [ juga
untuk [ berbagai bentuk [N
lebih efek-
cif, I (cbih —
desa [l

B dapac I Lhusus dan [IREEEEEEN
B tentang Desa [l

Keberadaan ‘_
I i berupaya untuk lebih mengatur, mengelola, dan
menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam suatu
pemerintahan desa sehingga diharapkan akan mampu untuk

dapat mendorong mempercepat kemajuan dan perkembangan
dari suatu desa dengan segala perkembangan dan dinamika desa

itu sendiri, seperti [} dinyatakan dalam h) konsiderans

, yaitu;

“bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk se-
hingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih
kuat, maju, mandiri, dan lebih demokratis sehingga dapat
menciptakan suatu landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat
yang adil dan makmur”.

Oleh karena itu, untuk memberikan suatu bentuk penga-
kuan dan penghormatan atas suatu desa, memberikan suatu
kejelasan akan status dan kepastian hukum atas desa, berupaya
untuk melestarikan dan memajukan adat dan budaya masyara-
kat desa setempat, serta untuk dapat membentuk pemerintahan
desa yang lebih professional, efisien, efektif dan bertanggungja-
wab dalam suatgmproses penyelenggaraan pemerintahan, maka

dikeluarkannya ini, [ di-
nyatakan [ NSNS 4
yakni;“Pengaturan [ bertujuan:

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah
terbentuknya NKRI;

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas
desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
masyarakat desa;

d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna ke-

sejahteraan bersama;
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e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggungjawah”.

ini ter-

diri [l XVI (enam belas) Bab dengan 122 (seratus dua puluh

dua) Pasgh kondisi ini menunjukkan dan menggambarkan bahwa
ada 122

secara universal || NNHNENEEEEEEE. ::tinya hampir se-
bagian besar hal-hal yang terkait dengan keberadaan dan sistem
pemerintahan desa telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah
Indonesia secara nasional. Hanya sebahagian kecil saja yang ter-
kait dengan desa yang belum diatur dalam undang-undang ter-
sebut, sehingga tidak lanjutnya dapat diatur oleh masing-masing
daerah melalui Peraturan Daerah setem

Sedangkan pada masa sebelumnya,

|
|
I (cntang pemerintahan daerah [N
R (-
juh arti-
nya [ IIIEIEGgNE da1am undang-undang ini yang
I pusat, se-
dangkan | ke -
wenangannya Il pemerincah |
I cneurus tentang desa [N
.

[ <cbelumnya atau h

I diberlakukannya |
I Pemerintahan | pcng-
aturan | s21oh sacu [

—

1999 gantang [N s:h2gai pengganti dari Un-
dang'— Pemer-
intahan [N dan
tentag [l secara substantif1
pada hakekatnya pengaturan [ desa
e
va [ - pemerintahan desa

dae-

=1

—
j+v]
T‘

ﬂ
j+v]

‘ D
[1}+]

= 3

7 g

ngatur sebnyak

Dengan demikian, pada saat sudah diberlakukannya
6 I 2014 I i,
keberadaannya telah dipisahkan [ NNRRNEEME@EE No-
mor 23 [ 2014 M Pemerintahan Daerah, kondisi ini

diharapkan akan mampu untuk dapat mengelola dan menyeleng-

|

garakan tentang desa dengan lebih leluasa dan lebih baik dari
kondisi sebelumnya, dengan mempercepat pelaksanaan berbagai

bentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
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desa, serta akan tercapainya atau terwujudnya suatu desa yang
lebih mandiri dengan masyarakat desa yang lebih sejahtera se-
suai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

h

e
oyl I
e —
lihat memiliki
tergantung |G
digunakan [ NNENENEGNMEEEEE. cngcambar-
kan (I
administrasi, I
I

.|
|
|
I — membutuh-
kan [
I keber-
adaan [INEGEGEN

I ho! N i oacas, I e
ngan |G
0

“Desa di Indonesia untuk pertama kali ditemukan oleh Mr.

Herman Warner Muntinghe, anggota dari Raad van Indie

pada masa penjajahan pemerintahan kolonial Inggris, yang

merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang
berkuasa pada masa tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah
laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya
disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah se-
kitar pesisir utara Pulau Jawa".

Dan dalam perkembangan selanjutnya, dikemudian hari
h adanya [N kepulauan [N
I Pulau [ (Soetardjo,
N :36). Il “Desa” I,
“swadesi”
I e
ngan [ o kup

(Soeggrdjo, 1984;15 dalam Yuliati, 2003:24).
o—

dari [l seperti tersebut [ atas, maka di [l Indonesia dapat

ditemui banyak sekali kesatuan masyarakat dengan peristilahan-

nya magimg-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Su-

|

matera

=
2

tarto [

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok
manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu
ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang di-
timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis,
unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antar un-
sur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-
daerah lainnya”.
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I vaknicBouman [
pandang: I
|
I

“Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan ber-
sama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling
mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup
dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usdaha yang dapat
dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam
tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga
yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah- kaidah sosial”.

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Su-

nardjo I ::bri-
kan pengertian NN -
beradaan

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasar-
kan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah
tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin
yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun
karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi,
sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan
pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam
jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tang-
ganya sendiri”.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Nur-

cholis (| IEEG——

“desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang meru-
pakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli
adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan peme-
rintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau
wilayah yang melingkungnya”.
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“desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai meng-
atur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat.
Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah
tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Kondisi di atas ditandai dengan adanya suatu ciri-ciri sebagai

.
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dibantu oleh unsur-unsur pamong desa. Kepala Desa dipilih
oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri
atas beberapa sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai
mempunyai kearifan dan kebijaksanan. Dewan Morokaki ini
memilih kepala desa untuk masa seumur hidup (selamanya).
Pamong desa adalah para pembantu kepala desa yang mem-
punyai tugas sesuai dengan fungsinya. Pamong desa dipilih
oleh kepala desa atas persetujuan Dewan Morokaki.
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I ;-

; “desa pada umumnya
sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik,
yakni;

1). Sumber penghasilan desa adalah tanah;

). Teknologi pertanian dan sebagainya masih redah;

3). Tata hidup dan sosial berkembang untuk social subsistence
). Sisten sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik

dan kultur

5). Tumbuh suatu kesatuan masyarakat.”

; “satu
kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat ter-
sebut juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang
bersifat yang memiliki benda-benda material maupun imaterial
(geordnede groupen van blijvend karakter met eigen bewind en
eigen marericel vermogen)”.
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.|
I 5chacoi suatu k-
satuan masyarakat hukum adat desa yang juga mempunyai lem-
baga-lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga peradilan, sosial
budaya, dan lembaga pertahann dan keamanan yang dikembang-
kan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir
maupun bathin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup dari
kesatuan masyarakat hukum tersebut, maka desa mempunyai
potensi dan kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelem-
bagaan yang dikembangkan dan dijaga sendiri oleh masyarakat
desa setempor”. I
I iscbu: I o
tangga sendi”, I

mengatur, me-
ngelola [l

|
I Ke-
wenangan | cang-
ganya | INENGNEGNNEEE (-ngan “otonomi desa”.
|
|
R, etenisi
I ¢desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hu-
kum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang
saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-
batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan
wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan

masyarakatnya sendiri”.
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“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan ma-
syarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas- ba-
tas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdaggrkan beberapa pengertian atau definisi terkait ten-
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“suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah dan yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa setempat, berdasar-
kan hak asal-usul dan adat istiadat dari desa setempat, yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

Begglasarkan hal tersebut, maka terkait dengan desa ada be-
berapa

W o EE

dasarkan. |
I didalamnya ter-
clapa | -
cara [ diancara [

Untuk jelasnya terkait dengan perbedaan desa berdasarkan

pengaturan 2 undang-undang tentang desa yang terakhir dapat

Tabel.1.1. Perbandingan Pengertian Desa berdasarkan

dilihat pada tabel 1.1; L

No Il No.
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syarakat

I | B berwenang mengatur
I mengurus urusan peme-

rintahan

|||'I

I | Desaberwenang mengatur Desa diakui dan dihormari
dan mengurus kepentingan | dalam sistem Pemerintahan

1 masyarakat setempat NKRI

I berdasarkan

1 | berdasarkan
I -s- -

[
B | .
]
NKRI

Sumber: Data Olahan Penulisan
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Pada [ Undang [ ¢ I 2014 I desa,

dan desa adat, sedangkan pada Undang-
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desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pe-

merintahan dan ghepentingan dari masyarakat setempat,
sedangkan pada

tentang untuk

masyarakat setengmat, hak asal-usul, dan hak tradisional,
sedangkan Padab

I ccntang [

I D:pat dikatakan bahwa yang termuat dalam

dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai

|

suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang
secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga
atau anggota kemunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya
yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat
istiadat yang dimilikinya. Namun demikian dalam pengertian ini
masih belum tergambarkan secara jelas mengenai kualitas otori-
tas yang dimiliki desa, terutama berkaitan dengan kekuatan poli-

tik di atasnya, yakni negara”.

, Pada
= ) I T
tang Jll, pengertian tentgme Pemerintahan il dinyatakan
yakni; "Pemerintahan -‘_ pe-

merintahan

Terkait dengan kagan tentang pemerintahan desa, maka
untuk menilai tentang_

suatu fokus kajian [Jll analisis dalam tu-
Un-

lisan ini

dang- I berlaku sebelumnya, yakni
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